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BUPATlLEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 20 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM 
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a . bahwa untuk mewujudkan penyusunan Anggaran 

Pemerintah Kabupaten Lebong secara tertib, taat pada 

peraturan -Perundang-undangan, efektif, efisien , 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

kepastian kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan, maka perlu disusun Standar Biaya Umum 

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022 yang sesuai 

dengan kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan 

daerah; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun ulang 

Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun 

Anggaran 2022 yang sesuai dengan ketentuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 

Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembe!'tukan Kabupatcn I~bong dan Kabupaten 
Kepah1a11g di Provinsi Bcngkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Udang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 
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11. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

l<ewen~ngan Pemcrintah dan Kewenangan Provinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian Dan EvaJuasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indones ia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerinta h Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nornor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20 18 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana tclah diubah dcngan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republlk Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157). 

Keputusan Gubemur Bengkulu Nomor 0.453 DKKTRANS 
Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu 
Tahun 2022. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR BIAVA 
UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lebong. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong. 
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lebong. 
4. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Pemerintah Kabupaten Lebong. 
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang 
diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Penggunan Anggaran di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lebong. 

6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas 
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

7. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan 
sebaga.i acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam 
rencana kerja dan anggaran baik berupa standar biaya 
umum maupun standar biaya keluaran. 

8. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disebut Standar 
Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, 
tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya 
komponen umum kegiatan, yang ditetapkan sebagai 
biaya umum. 

9. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengesahan yang sah. 

10. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 
perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill 
berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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BAB H 
STANDAR BIAVA UMUM 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 2 

(1) Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran 2022 berfungsi sebagai pedoman bagi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun 
biaya komponen umum kegiatan dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Tahun Anggaran 2022. 

(2) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 
sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan batas tertinggi yang besarannya tidal< dapat 
dilampaui daJam penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran 
2022. 

(3) Selain berfungsi sebagaimana d.imaksud pada ayat (I), 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya 
Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022 dapat 
berfungsi sebagai: 
a . batas tertinggi; atau 
b. estimasi. 

(4) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 
b adalah sebagaimana tercantum daJam Lampiran I dan 
Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Biaya perjalanan dinas Jabatan clibehankan pada 
anggaran Dinas/ Kantor / Badan/ Lembaga yang 
menugaskan Sura t Perintah PerjaJanan Dinas (SPPD). 

(2) DaJam penganggaran PerjaJanan Dinas agar 
memperhatikan jumlah pegawai dan kebutuhan daJam 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK.PD) . 

(3) Pejabat daerah yang bern·enang memberi perintah 
perjaJanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana 
yang diperlukan untuk melaksanakan perjaJanan dinas 
tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SK.PD) serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 2011. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

DaJam hal terdapat Standar Biaya yang belum diatur dalam 
Peraturan Bupati ini, maka akan diatur dalam Standar Bia,,,a 
Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. -
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PasalS 

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan 

Bupati Lebong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya 

Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pj tanggal 20 Mei 2022 

,, BUPATI LEBONGf 

-· ~ KOPLI ANSORI 

Diundangkan dj Tubei 
pada tanggal 20 Mei 2022 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 20 
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